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BABI1

PENDAHULUAN

pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan
efisien sesuai dengan rencana vang telah ditentukan sebelumnya.

Badan Permusywaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja
pemerintahan  desa dibidang perencanaan pembangunan, menggerakan
partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan
mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai




kegiatan pemerintah  maupun swadaya gotong royong masyarakat dan

menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat agar pelaksanaan pembangunan
bisa terlaksana dan berhasil dengan baik.

organisasi yang sangat besar yang terdini dari berbagai unsur aparatur
pemerintah sebagai bagiannya yang harus bergerak sebagai kesatuan yang
bulat berdasarkan pendekatan sistem.

Koordinasi hanya mungkin menjadi efektif apabila adanya kesadaran dan
kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-pimpinan

organisasi untuk melakukan kerjasama antar instansi ke dalam pelaksanaan




kerja di bawah pengarahan seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional

tertentu,

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling rendah,

-------------

bahwa mulai dari tahap
perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke
atas (Bottom-1p) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa
didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proycknya vang masih
menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para
kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang
basisnya tentu herada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata




keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap
perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang
belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat
dikritisi mengandung banyak k !vﬁ'sa[nya,. partisipasi masyarakat

g

selaku penerima manfaz erbagai forum koordinasi di

nnnnn

Desa Laikang masih belum mencapai substansi pembangunan baik itu dalam
tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Hal ini diduga discbabkan
oleh koordinasi yang kurang baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dengan Kepala Desa. Sehingga di Desa tersebut di tuntut adanva koordinasi
yang baik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). -

Berdasarkan latar belakang yang di bangun maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian terkait Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)




dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang
Kabupaten Takalar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang @i

2 Untuk mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruht  pelaksanaan
koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa

dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar.




D. Manfaat Penelitian
I. Secara teoritis
a. Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan vang berkaitan dengan

am pembangunan dalam
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian BNk i it esrenss. didiam
penelitian ini sebagaifpen : ahan untuk menganalisa
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Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan disebabkan karena
adanya konflik yang terjadi antara kepala desa dengan ketua MTK (Majelis
Tua-Tua Kampung) karena itu pemerintah desa buise sendiri harus bisa
dengan segera menyelesaikan masalah yang ada.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Kembuan, Lumolos, & Sumampow, 2017)
dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan

Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat




Kabupaten Minahasa™, Berdasarkan penelitian menunjukkan  bahwa
pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan

Pembangunan di Desa K‘opfwangter Kecamatan Langowan Barat belum

/

n oleh pemerintah

Desa juga cukup baik yvakm semua elemen vang berkepentingkan di desa
dilibatkan dalam proses penyusunan RKPDes. Adanya koordinasi horizontal
yang baik antara pemenntah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa
dalam proses penyusunan RKPDes Tahun 2018 dan koordinasi tersebut
sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan dimana RKPDes yang
telah ditetapkan sesuai dengan RPJMDes yang merupakan kumpulan
aspirasi masyarakat saat pelaksanaan musyawarah desa.




B. Konsep dan Teori

1. Konsep Koordinasi

a. Pengertian Koordinasi

C s‘:':,\:') {
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mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur

manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan

organisasi”,
Menurut Yahya (2006), koordinasi adalah proses pengintegrasian
tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk

mencapal tujuan organisasi secara efisien.
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Menurut Handoko (2003), koordinasi adalah proses pengintegrasian

tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan vang terpisah

(departemen-departemen atau  bidang-bidang fungsional) pada suatu

dalam melakukan pekerjaan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak

vang lain suapaya dapat tercapai tujuan dari setiap pihak ataupun tujuan

bersama. Menurut Daft (2012) koordinasi (coordination) mengacu pada
kualitas kolaborasi di amara departemen.
Menurut Manullang (2008), koordinasi dapat dilakukan dengan

berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah

sebagai berikut:
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1) Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus
dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan
pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan

mereka akan berjalan sein bergandengan dalam mencapai suatu

menghindarkan terjadi konflik mengurangi duplikasi tugas, meniadakan

pengangguran, melenvapkan kepentingan unit sendiri dan memperkukuh
kerja sama Dengan setiap koordinasi diharapkan akan tercipta suasana
kerja sama, kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir.

Namun ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk
mengukur koordinasi. Hasibuan (2009), menjelaskan ada beberapa indikator
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dan koordinasi.yaitu sebagai berikut:

a) Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau

suatu  kerjasama. Kerjasama senantiasa
menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang,
serasi dan selaras.
b) Kesatuan tindakan
Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota
organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau

tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota
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atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab
itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan
dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian

K esatuan tindakan in adalah

memperoleh suatu

mempunyai  arti  berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam
organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi
partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan
tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian
komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan

dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.
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b. Kebutuhan Akan Koordinasi

Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam

kebutuhan integrasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan
kebutuhan akan komunikasi dalamp, pelaksanaan tugas dan  derajat

Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi.

Tetapi  semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi
manajer/pimpinan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari
satuan-satuan yang berbeda,

Menurut Yahya (2006), ada empat tipe perbedaan dalam sikap

dan cara keja yang mempersulit tugas-tugas organisasi secara efektif
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sebagai berikut:
1) Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertenty
2) Perbedaan dalam orientasi waktu

dengan vang lainnya pada satu gans komando (e of command),
Misalanya koordinasi yang dilakukan oleh seorang deputi terhadap
para asisten deputi, atau kepala dircktorat terhadap kepala sub-
direktorat vang berada dalam lingkungan direktorat,

b) Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan

antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasi mempunyai

kedudukan setingkatnya eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya
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kedua mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehinggah perlu
diadakan koordinasi. Misalnya (a) koordinasi yang dilakukan oleh
kepala biro perencanaan dapertemen terhadapat para kepala direktorat
bina program pada : torat jenderal suatu dapertemen; (b)

''''' FELEd o
-----

2) Koordinasi ekstern, termasuk koordinasi fungsional dalam koordinasi
ekstern yang bersifat fungsioanal, koordinasi itu hanya bersifat horizontal
atau diagonal. Sebagaian ahli hanaya membagi koordinasi menjadi dua
kelompok besar, yakni koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi
vertikal secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memben
sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Koordinasi horizontal ini dibagi

atas interdisplinary dan interrelated. Interdisplinary adalah suatau
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koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatuakan tindakan-tindakan,
mewujudkan, dan menciptakan disiplin anatar unit vang satu dengan unit

yang lain secara intern maupun ektern pada unit-unit yang sma lugasnya.

Sedangkan /nterrelated adalah| inasi antar badan (instansi) beserta

tansi vang satu dengan yang

1) Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan dan kekembaran

atau kekosongan pekerjaan.

2) Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk
pencapaian ftujuan organisasi.

3) Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

4) Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran




vang diinginkan (Hasibuan, 2009).
Koordinasi dan hubungan kerja Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil
akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi

yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, Anggotanya adalah wakil dari penduduk

desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah, Badan Permusyawaratan vang terdin atas pemuka-pemuka
masyarakat di desa yang berfungsi mengayvomi adat istiadat, membuat

peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat seria
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melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
(Widjaja, 2001),

Badan Permusyawartan Desa (BPD) mempunyai peran vang besar

pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes) Persoalan

mengenai  Bamusdes scbenamnya bukan hanya pada  system
( pengangkatannya, tetapi juga pada fungsi (peran) yang harus dilakukan
bersama dengan kepala desa yang dipilih menyusun dan mengesahkan
peraturan-peraturan desa. Akibatnya, secara popular legitimasi aturan-aturan
desa yang ditetapkan dapat dinilai tidak kuat. Fungsi pengawasn Bamusdes
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terhadap Kinerja kepala desa di dalam PP No. 72 Tahun 2005 tidak ada.

Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat desa letapi pertanggung

jawabannya tidak kembali kepada rakyat desa sebagai konstituenya

ditempuh usaha untuk meningkatkan saling pengertian dan kerja sama
antara aparatur pemerintah yang ada di daerah, dan antara aparatur
pemerintah tersebut tersebut dengan dunia usha dan masyarakat pada

umumnya. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan informasi,
memperlancar komunikasi, meningkatkan kesempatan, dan
mengkordinasikan  serta menyerasikan  berbagai langkah  kegiatan

pembangunan di dacrah, (Widjaja, 2001).
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b. Tata cara pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa
Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun

dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih vang

3) Tidak pernah terlihat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang

menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G305/PKI dan

kegiatan organisasi terlarang lainnya;
4) Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengetahuan yang
sederajat;

5) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun/sudah kawin;

6) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
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7) Schat jasmani dan rohani;

8) Berkelakuan baik, Jujur dan adil;

9) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
kejahatan,

10) Mengenali dacrahp:

y.

mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretaniat dan Staf sesuai vang

dibutuhkan. Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa.
Jumlah anggota Badan Permusyaratan Desa ditentukan berdasarkan
Jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota BPD dipilih dan calon-
calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik,
golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi
persyaratan. Badan Permusyawaratan Daerah mempunyai fungsi yakni:
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a) Mengayomi, vaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan
berkembang di Desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang
kelangsungan pembangunan,

b) Legalisis, yaitu meliputi_péngawasan terhadap pelaksanaan peraturan

menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap programprogram yang akan
dilaksanakan pemerintah, khususnva bagi kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan Desa itu sendiri.

George R, Terry dalam Hasibuan (2009), komunikasi kerjasama
Badan Permusvawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa vaitu:

1) Kemitraan artinya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu

mengembangkan  prinsip kerja sama vang harmoms dalam
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penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di
Desa.

2) Konsultatif artinva bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan
adat-istiadat setempat vang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 25, Pemenntah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh




sekretaris desa dan perangkat desa, Perangkat desa terdiri dari atas kepala-
kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan
membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi
pelayanan. Pelaksanaan urusan_adalahs pejabat yang melaksanakan urusan

N

dalah wakil Kepala Desa di

LI EF

.......

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakal desa,

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal
26 ayat 2, Dalam melaksanakan tugas scbagaimana yang telah disebutkan di

atas Kepala Desa berwenang:

1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desam;




2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

4) Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pasal 26 ayat 3, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah
disebutkan di atas, Kepala Desa berhak:

a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
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¢) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapatkan Jaminan kesehatan;

d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;

transparan, profesional, efektif, dan efesien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme:

7) Menjalin  kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa;

8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik:

9) Mengelola keuangan dan aset desa;
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10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa,

12) Mengembangkan perckonomian masyarakat desa:

pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi
kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa. Sekretaris desa diisi dari
PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf
sckretariatan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan.

Unsur staf sekretariatan terdiri dari atas tiga bidang urusan
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a) Kepala urusan pemerintahan;
b) Kepala urusan pembangunan;

¢} Kepala urusan administrasi

2) Pelaksanaan Kﬂrilay:a

operasional. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan

peraturan  Menteri, Yang termasuk unsur ini adalah staf vang
melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan air. Urusan
Agama Islam, dan lain-lain. Unsur pelaksana bertanggungjawab kepada

Kepala Desa.
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4. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa
a. Pengertian Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa
scharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu

mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan vang mandiri, maju,
sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006). Karena pembangunan desa
ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU
No. 6 Tahun 2014 temtang Desa yang dilaksnaakan secara sistematis,
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konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan
pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting
Pembangunan desa ini tidak hanya

dalam konteks pembangunan g

an fistk  saja, namun

______

mengawasi masalah Danan Desa, tetapi vang dimaksudkan adalah
pendampingan secara utuh terhadap desa.
Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam

upaya menciptakan lingkup vang mendorong tumbuhnya prakarsa dan
swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menvandang peran

dalam mengupayakan terciptanya atmosfir yang dapat mendorong kemauan
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masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan. dan disisi lain
masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya
pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini
; .A sebuah perubahan sosial di

b desa sebagai sebuah basic

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan

desa di bagi menjadi dua, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan
pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang
yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara
langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan
berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan,
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bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan
dasar-dasar vang kokoh bagi pembangunan nasional Sedangkan tujuan

pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan

efisiensi dalam pelaksanaan kégiatan ckonomi dan dalam pemanfaatan

N\

pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan
pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa vang
efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun merupakan
hasil dar penentuan beberapa pilihan yang akan di ambil dalam prioritas
kegiatan. Proses perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah

program vang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut




34

pemerintah  akan membutuhkan partisipasi masvarakat untuk  ikut
bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah

kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses

mengevaluasi  sendiri  kegiatan

pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak vang
lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota vang secara
teknisnya ini dilaksankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah
kabupaten/kota.  Sedangkan  untuk  mengkoordinasikan  program

pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang
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pendamping professional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi
pendampingan di wilayahnya sendiri.
Menurut Kessa (2015) Perencanaan pembangunan Desa disusun

secara berenjang meliputi:

esa (RPIMDes) untuk jangka
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Bagan Kerangka Pikir

Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan

Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan
di Desa Laikang Kabupaten Takalar

_ I\
\\\‘\”h,///
\\\‘ S /

dahulu ditetapkan fokus penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan koordinasi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan
pembangunan di Desa laikang Kabupaten Takalar dan diukur dengan
indikator; kerjasama, kesatuan tindakan dan komunikasi serta faktor-faktor apa

yang mempengaruhinya dalam pelaksaan koordinasi.
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E. Deskripsi Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian maka yang menjadi gambaran dalam penelitian ini

yaitu:

L.

komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan
dalam menciptakan komunikasi dalam perencenaan pembangunan desa.

4. Faktor pendukung dan penghambat vang mempengaruhi pelaksanaan
koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam

perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar.




BAB 1
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam peneli badalah dilakukan setelah seminar
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menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan
situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesual dengan
kondisi objekuf dilapangan.
2. Tipe Penelinan
Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan fenomenologi karena
terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar penclitian yang
menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna
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dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki penlaku orang dengan
maksud menemukan “fakta” atau “penyebab™

C. Sumber Data
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Informan penchinan adalah nara er atau orang yang dimintai

keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian

ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian.
Dimana informan ini diharapkan membenikan data secara obyektif, netral dan
dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian ini terkait
Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam

Perencanaan Pembangunan Di Desa Laikang Kabupaten Takalar yaitu:




Tabel 3.1
Informan

No Nama Informan Pekerjaan/Jabatan

1 | Amir — PJ. Kepala Desa

2 | Siswanto Kaur Pemerimtahan

3 | H.A. Gaffar Situju, S.Pd | Ketbs

4 | Muh. Nur ]

5 | Baso Dg Beta

6
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langsung yang berkaitan dengan Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa
Laikang Kabupaten Takalar,
2. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara
bertanva langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai
dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.




3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik
observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data

Komponen kedua yakni penvajian data (data display) melibatkan

langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data
vang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang
dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam

penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspekiif dan terasa
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bertumpuk, maka penyajian data (data display) pada umumnya sangat
diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan  serta Pengujian  Kesimpulan (Drawmg and  Verifving

gecek data yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan

pengumpulan dan pengujian data vang telah diperoleh melalui hasil
pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen vyang ada, kemudian
peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen vang ada.
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2. Triangulasi teknik
Triangulansi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber

v A |
-----

ara berulang-ulang
sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulansi dapat juga
dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi

tugas melakukan pengumpulan data.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Laikang
Laikang merupakan ccara, administrasi terpisah dari
ik Latkan, dimana
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dimaksud bahwa masih pada zaman Belanda. Ada 4 (empat) orang bersaudara
sebagal warga lokal Laikang secara bersamaan ingin menjadi raja di Laikang,
sehingga sulit untuk menentukan siapa diantara keempat bersaudara tersebut
vang dikchendaki. Untuk menghindari pertikaian, akhirnya keempat bersaudara

inipun sepakat dan secara serentak masuk ke Bone dengan maksud

mengajak/mengambil/mengutus orang dari Bone untuk dijadikan seorang Raja
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di Laikang vaitu dari Arung Cina bernama Makkasaung Rilangi. Sehingga
Jjadilah mereka berangkat secara bersama dari Bone menuju Laikang.

Setelah beberapa har, tibalah mereka di Laikang kemudian Makkasaung

Rilangi dilantik dan dinoba sébagai sebagai Raja di Laikang. Bertahun-
tahun menjadi Makkasus

\\‘ o '“'i//
\\ u/ 4/(

menobatkan Andi Lomba Parawansya (putra kandungnya) sebagai penerus

tahta kerajaan (Pemangku Adat).
Dalam perkembangan zaman selanjutnya Laikang berubah menjadi Desa.
Desa Laikang pertama kali dijabat oleh Kepala Desa bernama Kareng Tonrang

dengan masa jabatan 2 (dua) tahun, kemudian digantikan oleh Tuan dan

menjabat selama | (satu) tahun. Selanjutnya dijabat oleh Tuan Caddy selama




kurang lebih 32 tahun dengan sistem aklamasi atau ditunjuk oleh pemangku

adat (H. Andi Lomba Parawansva Bin Parawansya) vakni mulai tahun 1972

hingga tahun 1993

2. Kondisi Umum Desa Laikang
Letak dan Luas wilayah Desa Laikang merupakan salah satu dan 11 desa
yang ada dalam wilayah kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar
vang terletak 15.7 km kearah selatan dari kota kecamatan. Luas wilayah Desa

Laikang sekitar 19,6 Km"
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Batas Wilayah Desa Laikang berbatasan dengan :
» Sebelah Utara berbatasan dengan Cikoang/Pattopakang

# Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Je'neponto

w‘ ,///"'!;5“‘\\\
AR S

Tabel 4.1
Daftar Nama Dusun dan Luasnya
No Nama Dusun Luas (Ha)
1 Puntondo 150,19
2 Boddia 257 84
3 Laikang 140,42
4 Turikale 24051
5 Pandala 384 86
6 Ongkoa 734.64

Sumber Data : Profil Desa Laikang Tahun 2020
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3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
Penduduk Desa Laikang (sumber data) Terdiri dan laki-laki 2.688 jiwa

sedangkan perempuan 2 834 Jiwa. Seluruh penduduk Desa Laikang terhimpun

aki | Perempuan

ala S | a5l Kn

- Jalan Paving Blok £1.03 Km
2 | RUMAH IBADAH

- Mesjid 13 Unit

- Mushallah 1 Unit
5 | KANTOR 1 Unit

- Kantor Desa 0 Unit

- Kantor Bpd 1 Unit

- Aula Pertemuan
6 | PRASARANA KESAHATAN

- Pustu 1 Unit

- Posyandu 6 Unit

- Poskesdes 1 Unit
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7  SEKOLAH
- SMP/MTs 2 Unit
- SD 5 Unit
- TK 4 Unmit
- TK/TPA 2 Unit

.........

LT

No

1

2 2y

3 : ]

4 | Buruh Pabrik 3 0 3

5 | PNS 31 2] 52
6 | Pegawai Swasta 131 71 202
7 | Wiraswasta/Pedagang 134 38 172
8 | TNI 3 0 3

9 | Poln 0 0 0

10 | Bidan 0 3 3

11 | Perawat 0 3 3

12 | Lainnya 40 () 40

Sumber Data : Profil Desa Latkang Tahun 2020
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Kelompok umur/usia di Desa Laikang dapat di klasifikasi sebagai
berikut:

Tabel 4.5
Perbandin lompok Usia
No Kelomp Jumlah
1 |Usia<] 68
2 | Usia 502
3 ; 1293
4
Y an
a \
9 -
° <)
-
A
&) e
memiliki 3
\J
kelompe A \ mengandalkan
musim_hujan rodu ' hany padi sekali

setahun. Tidak adanya saluran irigasi dan sumber air vang mendukung
schigga tanaman palawija tidak bisa dimanfaatkan masyarakat untuk
meningkatkan taraf ckonominya. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan
tidak maksimalnya sektor pertanian u ntuk  mensejahterahkan
masyarakat:
Penyebabnya:

v’ Tidak adanya Sumber air dan saluran irigasi
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v Kurangnya bibit padi
v Kurangnya pupuk untuk para petani
v" Kurangnya mesin traktor dan

\, dn
&\\\H nl!

v Pembangunan balai pertemuan
Uaraian Masalah
~ Tempat Pertemuan Untuk Petani
Desa Laikang membutuhkan tempat pertemuan untuk melaksanakan

penyuluhan pertanian
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b. Sektor Perikanan dan kelautan
Uraian Masalah:

~ Bantuan Bibit perikanan, Perahu, Mesin Belum memadai

Sebagian besar wilay sa Laikang adalah laut, potensi ini

N Mere| e
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v Tingkat kemiskinan bertambah

Kegiatan yang harus di laksanakan:
v' Permohonan bantuan perahu untuk nelayan
v Bantuan untuk bibit, jaring, mesin pompa dan modal usaha

v Pelatihan untuk nelayan dan petani tambak
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¢. Pemerintahan Umum

Uraian Masalah

» Tidak Ada Jaringan WIFI

v Akses ekonmi masyarakat tidak maksimal karena jaringan yang
tidak kuat
v Biaya mahal karena menggunata pulsa data hp
Kegiatan yang harus di laksanakan:
v Pemasangan jaringan WIFI di Kantor Desa

¥ Pemanfaatna wifi gratis untuk mengefesienkan biaya



v Adanya pelatihan internet bagi warga trutama anak sekolah dan
-pelaku ekonomi kecil dan menengah
Uraian masalah:

AT
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STRUKTUR PERANGKAT DESA LAIKANG

P|. Kepala Desa
AMIR

SEKRETARIS DESA

FIRMAN
— ; |
KASI PEMERINTAHAN KAS] KESEJAHTERAAN #ASI PELAYANAN KAUR TU & UMUM KALR KEUANGAN KAUR PERENCANAAN
SISWANTO NUSYAM SIKING ZAINAL AQLI RAHMATIA MUHAMMAD SALEH ANAS
1 I | I
STAF STAR STAF STAF
NURAENI HALIMA SASMITA SUPIATI CODDO
; -
OFERATOR
ANSAR
KADUS PUNTONDO KADUS BODDIA KADUS LAIKANG KADLUS TURIKALE KADUS PANDALA KADUS ONGKOA
IJAR SARAPA IBRAHIM BAKKANG ABD. RAHMAN MUHTAR

LA
B
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B. Pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan
Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang
Kabupaten Takalar.

1. Kerjasama

-. adanya dua pihak atau
AS MUHA‘M‘; |
‘;'bi L >
g“. P\KASS@ : 40 ;

L

N

{
\\\| "l”
>\\ | ’///

el L]

! S.o//// ‘ f}v

Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan rancangan pembangunan ataupun

peraturan desa baik vang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan
oleh Badan Permusyawaratan Desa akan dibahas sccara bersama. Hal im

didukung oleh pernvataan dani Anggota Badan Permusvawaratan Desa

Laikang:

“Rancangan pembangunan atau peraturan desa bisa diusulkan olch BPD
maupun kepala desa, namun seperti yang diatur dalam Peraturan Menten
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ada beberapa hal yang memang bukan wewenangnva BPD seperti,
rancangan perdes tenfang rencana pembangunan jangka menengah desa,
rancangan perdes tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan
perdes tentang peraturan desa tentang APBD Desa, dan rancangan perdes
tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa.”
(Hasil wawancara dengan MN pada tanggal 21 November 2020),

: /\~ S, dalam perancangan peraturan desa,

Wl g

1
2Nnancal
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N
,,\ ~s“
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kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena BPD erat kaitannya
dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah akan tetapi BPD
merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi
BPD dengan diberlakukannya Undang-undang ini justru semakin menguat,
Berdasarkan Pernyataan Kepala Desa Laikang :
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“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memliki kedudukan hukum yang
kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan pelaksanaan

Pemerintahan Desa, di kabupaten Takalar sudah ada aturan vang

mengatur tentang BPD untuk mengsingkronkan apa yang menjadi tujuan
perencanaan pembangunan di  Pemerintah Daerah dengan tujuan
perencanaan pembangunan ditDesa, hal i bertujuan untuk menjadi
dasar Hukum pedoman untuk BPD dalam melaksanakan
fungsinya”. (Hasil ; ~ AM, pada tanggal 2 November

2020). / '

fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and

halance dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama
«dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati. Berdasarkan

pernyataan ketua BPD Desa Laikang bahwa :
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“Selama ini peran keaktifan BPD dalam program pembangunan terjalin
dengan baik, dalam rapat perencanaan pembangunan selalu dihadiri oleh
pihak BPD. Pihak BPD sendiri sering melakukan pembahasan mengenai
pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan serta kesehatan serta
selalu  berkoordinasi dengan pemerintah desa Laikang” (Hasil
wawancara dengan GS, pada tanggal 21 November 2020).

‘dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Laikang sebagai beriku :

“Laporan yang diserahkan kepada BPD seclanjutkan akan kami
musyawrahkan untuk dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila
dalam laporan masih ada vang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka
akan dikembalikan lagi pada desa, setelah ada penjelasan dari kepala
desa maka BPD akan musyawarah kembali sampai laporan tersebut
clear” (Hasil wawancara dengan GS, pada tanggal 21 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa

laporan penyelenggraan pemerinfahan desa yang telah di evaluasi oleh Badan
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Permusyawaratan Desa, dengan cara BPD di Desa Laikng melakukan rapat
evaluasi atau memusyawarah terkait program kerja kepala desa dan tinjau
langsug dilapangan hasil kerja kepala desa dan apabila BPD merasa dalam

laporan penyelenggaraan pemerintdhan'masih ada ketidakjelasan maka laporan

tersebut akan di kemba L) akan meminta keterangan

kewenangan dan partisipasi kepada
Kepala Desa. Dalam hal ini ada persamaan dan perbedaan fungsi antara Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terlihat dari pembahasan dan
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

Seperti yang tertera dalam Peraturan Menter1 Dalam Negert bahwa BPD
dapat mengajukan rancangan desa kecuali Rancangan Peraturan Desa tentang

rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan Peraturan Desa
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tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang

APBD  Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang  laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa. Dalam Peraturan

melaksanakan dan memimpin Pemerintahan di desa sedangkan Badan

Permusyawaratan desa yang mengawasi atas kinerja Kepala Desa terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah di sepakati bersama dengan
Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan beberapa pendapat  hasil temuan dilapangan yang
disampaikan diatas, Kerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang
atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu, bekerja bersama sampai
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terwujud tujuan vang dinamis, schingga pencliti menarik kesimpulan bahwa

koordinasi dalam  kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan

Permusyawaratan dalam perencanaan pembangunan di Desa Latkang bersifat

satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dalam perencanaan
pembangunan desa.

Dalam strukur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja
dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang

kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku
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pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD scbagai Lembaga Legislasi yang
berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disinilah kemampuan Anggota BPD

csatuan tindakan BPD dan

Kepala Desa di Desa Laikang lebih fleksibel karena BPD bisa menyampaikan
masukan atau pendapatnya kepada Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa
dengan cara konsultatf dimana cara penvampaiannyapun bisa melalui telpon,
hal-hal yang disampaikan juga merupakan informasi ringan yang bisa langsung
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa. Sedangkan untuk Informasi vang

membutuhkan perencanaan seperti perencanaan pembangunan infrastruktur




yang harus lebih matang lagi BPD dan Kepala Desa akan duduk bersama untuk
membahas masalah yang ada. Hal yang biasa di sampaikan oleh Badan
Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa di Desa Laikang merupakan hal-
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selanjutnya peraturan

tersebut diserahkan kepala desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan
pengawasan dan pembinaan. Kemudian untuk menindaklanjuti peraturan
tersebut Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Kepala desa atau
Keputusan Kepala Desa vang berfungsi sebagai petunjuk tekms pelaksanaan di
lapangan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Laikang -

“Sebagai Kepala Desa, hal yang saya lakukan dalam bidang
pembangunan yakni selalu memberi contoh yang baik terhadap bawahan




saya, dimana dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi sebelum
tindak kemudian menindaklanjuti semua hasil dari rapat yang telah

gg;gukan (Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal 2 November
)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa selalu

adanya koordinasi dalam tindakan dilakukan olch pemerintah desa dalam
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hal ini kepala desa di )
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am proses pembahasan dan
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administrasi desa, maka setiap keputusan vang di ambil harus berdasarkan atas
musyawarah untuk mencapar mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di
artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masvarakat di
sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan

penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung
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dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan
wewenang yang ada pada peraturan daerah. Setelah aspirasi masyarakat desa
ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi
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ketika Kepala Dusun merasa apa yang disampai'kan masyarakat penting dan
mendesak maka Kepala Dusun akan mengadakan musyawarah Dusun yang
dihadiri Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan
dari tokoh masyarakat -
“Biasanya memang masyrakat datang mengeluh untuk menyampaikan
aspirasinya, lalu saya akan menyampaikannya kepada BPD untuk

mengadakan musyawarah bersama masyarakat sehingga masvarakat bisa
langsung berdiskusi dengan BPD dan BPD bisa menyampaikan Kepada




Pemerintah Desa.™ (Hasil wawancara dengan BDB, pada tanggal 10
November 2020).

Pola kesatuan tindakan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala
n pada tahap pelaksanaan pembangunan

Desa di dalam perencanaan maup

a terjalin dengan
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koordinasi dalam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal imi
kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan
rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa
dan BPD lebih pada check and balance yang mana pada intinya merupakan
suatu mekanisme saling kontrol di antara lembaga desa demm menghindan
terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat,
oleh karena Kepala Desa scbagai pimpinan yang ada di desa dalam
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pelaksanaannya harus berkoordinasi untuk kesatuan tindakan dengan Badan
Permusyawaratan Desa sehingga tujuan dapat tercapai secara bersma. Sejalan
dengan pendapat Hasibuan, (2009) bahwa Kesatuan tindakan ini adalah

memperoleh suatu koordinasi
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program yang ada di desa baik program dari pemerintah atau pun program
yang menjadi hak Desa itu sendin. Seperti kita ketahui bahwa setelah
dikeluarkannyva Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa telah
banyak mengalami perubahan dalam sistem penyelenggraannya. Desa memiliki
kewenangan sendiri, kewenangan Desa vyaitu meliputi  Kewenangan

‘berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang
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ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah dacrah, dan kewenangan lain yang
ditugaskan olech pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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hanya dilihat dari penyelenggraan pemerintahan desa saja. Tetapi juga dalam
proses pembangunan yang ada di Desa. Pola kerjasama, kesatuan tindakan, dan
komunikasi juga bisa dilihat dala proses pembangunan vang ada di Desa. Pola
komunikasi antara BPD dan Kepala Desa di Desa Laikang dirasa kurang
optimal dikarenakan ada beberapa pembangunan vang sempat mengalami
masalah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa
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Laikang tidak selamanya berjalan mulus. Salah satu pembangunan yang
menjadi perdebatan di masvarakat adalah rencana pembangunan rabat beton
pada akhir tahun 2019. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari salah satu

vat karena tidak tepat
tanggal 10 November
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saat itu hanya berupa perhalkan ﬁehmgga ketika akan p:lakmmn.
pembuatan jalan dana yang digunakan tidak begitu besar™ (Hasil
wawancara dengan AM. pada tanggal 2 November 2020).
Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat terjadi
perbedaan pendapat dimana masyarakat merasa bahwa pengerjaan vang
dilakukan pemerintahan desa merupakan pengerjaan rabat beton dan terhenti

karena masyarakat desa menolak pembuatan rabat beton dilokasi tersebut

Sedangkan Kepala Desa menyatakan bahwa pengerjaan vang dilakukan oleh
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pemerintah desa di daerah tersebut hanya tahap awal saja. Pengerjaan tersebut
juga tidak ada laporan pertanggungjawabannya dikarenakan pembiayaannya
merupakan dana lebih pada saat pengerjaan jalan.
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terlaksana dengan baik sesuai dengan vang diharapakan. Hal tersebut dapat
terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan
aspirasi mereka tentang pembangunan desa,

Berdasarkan beberapa pendapat hasil temuan dilapangan vyang
disampaikan diatas bahwa komunikasi adalah proses pembentukan,
pemeliharaan serta pengubahan sesuatu dengan tujuan agar sinyal atau

informasi yang telah dikirimkan berkesesuaian dengan aturan, sehingga dalam
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penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa BPD sebagai wakil rakyat di desa
adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-

keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk

disampaikan kepada instansi a‘\r yang terkait, Banyak cara yang

dilakukan untuk mena an yang kemudian ditindak
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dalam mencapai tujuan organisasi..

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi Badan |
Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan
pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan

fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjannya
dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan pelaksanaan koordinasi dalam
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perencanaan pembangunan desa, untuk menjadi efekuf tidak serta merta terjadi
begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan
data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan koordinasi Badan w.uratanﬂm (BPD) dengan Kepala

. Desa Taikang Kabupaten Takalar
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masyarakatlah vang menjadikan segala keputusan darn BPD dan
Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan Partisipasi
masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu
keputusan sangat menentukan koordinasi antara Badan Permusyawaratan
Desa dengan Pemerintah Desa.

BPD sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi
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masyarakat, dikemukakan tanggapan-tanggapan dari hasil penelitian
yang dilakukan menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam
memberikan  dukungan  terhadap  koordinasi antara  Badan

Permusyawaratan Desa defigs

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor vang
menjadi penghambat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu :

1. Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD dan kepala desa

sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretarial yang digunakan dalam



melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai
perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor

sangat dibutuhkan BDP demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal

dalam perencanaan pembangunan desa vaitu pola komunikasi tidak
berjalan sebagaimana mestinya, Baik antara Kepala Desa dan dengan
‘anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD lainnya.
3. Tidak Memahami Fungsi
Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD

berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku. salah satu faktor penghambat
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koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa
dalam perencanaan pembangunan desa vaitu anggota BPD udak
memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan bahwa

ternyata anggota BPD tidak‘n

nahami fungsi sesuai yang ada dalam
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fungsi BPD itu, jadi dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan
menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimna yang
terdapat dalam Undang-Undang,




A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitiafl dan

BPD lebih pada check and
halance yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling kontrol
di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan
kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Serta bentuk
komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa
bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari

pemerintah atau pun program yang menjadi hak desa itu sendiri.

78




2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa

Laikang Kabupaten Takalar yaitu, faktor pendukung Koordinasi dalam

peneliti Sﬂlﬂnjl.ﬂl‘l}?ﬂ, yaitu

1. Koordinsi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus
lebih ditingkatkan lagi terutama dalam komunikasi dan kesatuan tindakan
antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa.

2. Sedangkan dalam hal perencanaan pembangunan Desa Laikang perlu
peningkatan dalam hal perencanaan sehingga tidak akan ada pembangunan



yang akan tertunda dikarenakan ditolak oleh masyarakat,

3. Peningkatan kapasitas dari Badan Permusyawaratan Desa juga perlu
ditingkatkankan terutama dalam menampung aspirasi masyarakat yang
masih sangat kurang.
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